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BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR: lS TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEI\TYELENGGARAAN

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan

kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan

bantuan rumah tidak layak huni;
b. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni

terlaksana sesuai sasaran dan tujuan perlu memberikan
petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Barttuan
Rumah Tidak l"ayak Huni.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5188) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2Ol4 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5615);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor |3/PRT/Ml2O16 tentang
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun
2Ol7 tent-ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 ( kmbaran
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 20171 ;

7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 80 Tahun 2Ol7 terrtang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2Ol8 (Berita Daerah

Kabupaten Sragen Nomor 80 tahun 2017);

8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman pelaksanaan penatausahaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2
Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEI{YELENGGARAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I :,

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintah Daerah adalah adalah penyelenggara

pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
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3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah
perangkat daerah di Kabupaten Sragen.

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen.

6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH

adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas
bangunan, dan kesehatal penghuni.

7. Bantuan rumah tidak layak huni yang selajutnya di sebut
Bantuan RTLH adalah Bantuan pemerintah kabupaten
Sragen yang bersumber dana dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten Sragen berupa stimulan bagi
masyarakat kurang marnpu untuk meningkatkan
keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.

8. Penerima Bantuan RTLH adalah penerima Bantuan berupa
nama dan alamat yang ditetapkan oleh Bupati.

9. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang
mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak
huni.

10. Peningkatan kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah
kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara

swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai

tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan
harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
pemiliknya.

12. Tenaga fasilitator lapangan yang selanjutnya disingkat TFL

adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi
penggerak dal pendamping penerima Bantuan dalam
melaksanakan kegiatan Bantuan RTLH.

13. Bank penyalur adaiah bank sebagai tempat dibukanya
rekening atas nama penerima Bantuan RTLH.

14. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang

selanjutnya disingkat DRPB2 adalah daftar material yang

harus dibeli ke toko material terpilih yang sesuai dengan

rencana anggaran biaya yang telah disusun.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat

KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh calon penerima

bantuan dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan

kegiatan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH;

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan RTLH

dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi:
a. Sasaran;

b. Pengorganisasian;

c. Perencanaan;

d. Pencairan;

e. Pemanfaatan;
f. Pelaporan;
g. Sanksi
h. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;

i. Pengawasan dan pengendalian
j. Pembiayaan

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

{1) Sasaran penerima bantuan RTLH adalah kepala keluarga
warga masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah
tidak layak huni.

(2) Persyaratan penerima bantuan RTLH adalah :

a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
b. memiliki dan menempati tanah dan rumah dengan

kondisi tidak layak huni;
c. belum pernah memperoleh Bantuan dari pemerintah

baik dari €rnggaran pendapatan belanja Negara,

anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maupun
angga-ran pendapatan belanja daerah kabupaten selama
S(lima) tahun terakhir;

d. masuk dalam data RTLH Pemutakhiran Basis Data
Terpadu (PBDT);



e. diutamakan yang telah memiiiki keswadayaan dan
berencana meingkatkan kualitas rumahnya;

f. bersedia membentuk kelompok;
g. bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan

bertanggung jawab dalam pemanfaatan Bantuan dan
bersedia mengikuti ketentuan Bantuan RTLH; dan

h. memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis.
(3) Kelengkapan administasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf h:
a. surat permohonan kepada Kepala Dinas, sesuai Format

dalam l,ampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini;

b. fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTp) dan Kartu
Keluarga (KK);

c. surat keterangan penghasilan dan kepemilikan rumah
dari pihak yang berwenang seperti Kepala Desa/Lurah;

d. bukti kepemilikan tanah dan peruntukannya sesuai
dengan tata ruang; dan

e. surat pernyataan sesuai Format dalam lampiran II yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan
bupati ini.

(4) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurufh:
a. foto kondisi awal (O%");

b. gambar teknis sesuai Format dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
bupati ini;

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Format dalam
I^ampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan bupati ini; dan

d. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangali oleh penerima Bantuan sesuai Format
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(5) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas
bangunan, dart kesehatan penghuni;

(6) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dinilai berdasarkan tingkat kerusakan
komponen bangunan pada komponen struktural seperti

dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan
lantai maupun komponen struktural seperti pondasi,



tiang/ kolom, balok, rangka atap;
(7) Persyaratan kecukupan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah
penghuni dengan standar minimal 9 (sembilan) m2f orang;

(8) Persyaratan kesehatan sebagaim4l6 dimaksud pada ayat
(6) dinilai berdasarkan :

a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela

dan pintu;
b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti

ventilasi;
c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).

(9) Penilaian kondisi RTlH/kebutuhan rumah dilakukan oleh

tim koordinasi RTLH dibantu TFL.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Bagian kesatu
Pelaksana

Pasal 5

(i) Bupati menetapkan lokasi, besaran dan penerima bantuan
RTLH.

(2) Penyelenggara bantuan RTLH dikoordinasikan oleh Kepala

Dinas.
(3) Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh Tim

Koordinasi Penanganan RTLH yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
(a) Tim Koordinasi Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud

pada ayat (3)terdiri atas unsur :

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan;

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

d. Dinas Sosial;

e. Dinas Kesehatan;

f. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan;
g. Camat di lokasi Bantuan RTLH; dan
h. Lurah / Kepala Desa di lokasi Bantuan RTLH;

(5) Tim Koordinasi Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)bertugas :

a. menyusun petunjuk teknis Bantuan RTLH;

b. menyusun draft Keputusan Bupati tentang Tim
Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Sragen;



c. melalukan sosialisasi bantuan RTLH kepada
masyarakat;

d. menerima dan memverifikasi usulan bantuan RTLH dari
Kepala Desa;

e. menyusun draft Keputusan Bupati tentang lokasi,
besaran dan calon penerima bantuan RTLH;

f. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan Bantuan
RTLH;

g. melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP);

h. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
dan

i. melal<ukan pemantauan dan evaluasi.
(6) Kepala Desa/Lurah sebagai anggota Tim Koordinasi

Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

mempunyai tugas :

a. mengusulkan Bantuan RTLH ke Bupati Sragen Cq.

Dinas pada Tahun Anggaran sebelumnya (H-l) sesuai
dengan format dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;

b. membantu fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan,

dan pemberdayaan masyarakat;
c. mengetahui atau mengesahkan hasil verilikasi calon

penerima bantuan RTLH;

d. membantu fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi

calon penerima bantuan RTLH; dan

e. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Bagian kcdua
TFL

Pasal 6

(1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan bantuan RTLH

diangkat TFL.

(2) Perekrutan TFL dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan

kriteria dan persyaratan dengan Format penilaian TFL

seperti dalam Format dalam lampiran VII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini'

(3) Ikiteria TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah :

a. warga negara indonesia;

b. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 atau SLTA

diutamakan STM/SMK jurusan bangunan untuk daerah

yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia;



c. diutamakan berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi
bangunan, rumah/perumahan, lingkungan, dan/atau
pemah beke{a sebagai fasilitator teknis atau fasilitator
pemberdayaan;

d. sehat jasmani-rohani;

e. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk
membantu masyarakat;

f. bukan anggota partai politik;
g. bersedia bekerja penuh waktu (full time)selama masa

kontrak;
h. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan

aplikasi MS-Office (Word dan Excel);

i. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang
teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau
surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;

j. dapat menyusun laporan; dan
k. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.

(4) Persyaratan / kelengkapan administrasi TFL sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. surat lamaran;

b. foto copy KTP;

c. fotocopy ijazah terakhir;
d. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar; dan

e. surat keterangan pengalaman kerja yang terkait.
(5) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunYai tugas :

a. membantu tim koordinasi RTLH melakukan sosialisasi;

b. melakukan verifikasi teknis calon penerima bantuan

RTLH;

c. mendampingi calon penerima bantuan RTLH dalam

penyusunan dan pengajuan proposal;

d. mendampingi penerima bantuan RTLH dalam

pemanfaatan bantuan;
e. mendampingi penerima bantuan RTLH dalam

penyusunan laporan pertanggungiawaban;

f. menyusun laPoran kegiatan.

(6) Pendampingan penerima Bantuan RTLH oleh TFL dilakukan

pada tahap perencanaan' pelaksanaan, pengawasan,

pelaporan, dan pengembangar mandiri pasca kegiatan'

(7) Pendampingan terhadap penerima Bantuan oleh TFL

dengan rasio 1 (satu) orang mendampingi kurang lebih 50

(lima puluh) penerima bantuan atau berdasarkan

kebutuhan daerah setempat.



Bagian ketiga
Toko/penyedia bahan bangunan

Pasal 7

(1) Toko/penyedia bahan bangunan adalah toko / penyedia

bahan bangunan yang mempunyai kriteria :

a. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

b. memiliki tempat/ alamat sesuai dengan Surat Ijin
Tempat Usaha (SITU);

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang

diketahui oleh masyarakat umum;
e. memiliki rekening di bank y€rng sama dengan bank

penyalur;

f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
g. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan

dekat dengan penerima baltuan RTLH;

h. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-

undangan; dan
i. membuat kontrak dengan KPB.

(2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai

kontrak;
b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen

pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada

penerima bantuan RTLH; dan
c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian keempat
Penerima bantuan

Pasal 8

(1) Penerima bantuan wajib memenuhi kriteria dan persyaran
sebagaimana disebutkan dalam pasal 4.

{2) Penerima bantuan sebagaimana disebut pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalaa
dalam pelaksanaan bantuan RTLH;

b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan kalau
memungkinkan;

c. menyusun dan mengajukan proposal;
d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang



disepakati;
e. bertanggung jau'ab terhadap pemanfaatan bantuan;
f. menyusun laporan pertanggungjawaban.

(3) Untuk memudahkal koordinasi para penerima bantuan,
dibentuk KPB.

(4) KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan
yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan
ketentuan:
a. mampu menyediakan bahan bangunan yang kualitas

dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB2;
b. bersedia mengirim bahan bangunan paling lambat 3 hari

sejak toko menerima fotokopi DRPB2;
c. harga yang disepakati tidak melebihi harga standar

bahan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah
kabupaten/ kota;

d. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan
bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima
bantuan RTLH;

e. dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat
dijangkau dengan sarana angkutan yang lazirn
digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan
bahan bangunan menjadi tanggungan penerima bantuan
RTLH secara kelompok; dan

f. Membuat kuitansi, nota pengiriman bahan bangunan
sesuai dengan DRPB2 yang harus diserahkan kepada
penerima bantuan RTLH.

(5) KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai
dengan kriteria;

(6) KPB dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani
kontrak kesepakatan.

Bagian kelima
Mekanisme koodinasi

Pasal 9

Mekanisme koordinasi pengorganisasian bantuan RTLH seperti
dalam Lampiran VIII y€rng merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 10

(1) Pemerintah desa melakukan verifikasi terhadap usulan
bantuan RTLH oleh warga yang ada diwilayahnya sesuai

dengan persyaratan yang ada.



(2) Pemerintah desa mengusulkan bantuan RTLH untuk
warganya sesuai hasil verifikasi kepada Bupati Sragen Cq.
Kepala Dinas.

(3) Dinas melakukan verifikasi usulan dari pemerintah Desa
dengan memperhitungkan program prioritas Kabupaten
Sragen.

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan verifikasi
usulan dari Pemerintah Desa dengan memperhitungkan
program prioritas Kabupaten Sragen sesuai dengan format
dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagia_n tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(2) Calon penerima bantuan RTLH yang lolos proses
identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan
administrasi dan menyusun dokumen teknis didampingi
oleh TFL serta disusun menjadi proposal.

(3) Dinas melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan
proposal sesuai Format dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.

(4) Dinas menyusun draft Keputusan Bupati tentang
penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan
RTLH dengan lampiran sesuai Format dalam l,ampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
bupati ini.

(5) Lokasi, besaran dan penerima bantuan RTLH sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENCAIRAN

Pasal 12

(1) Penyaluran bantuan RTLH dilakukan melalui
rekening dari kas daerah ke rekening penerima

melalui bank penyalur.
(2) Penyaluran bantuan RTLH ke penerima

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
(satu) tahap.

transfer
bantuan

bantuan
dalam 1

BAB VIII
PEMANFAATAN

Pasal 13

(1) Bantuan RTLH dimanfaatkan oleh penerima bantuan
dengan cara membeli barang material ke toko bangunan



yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari
rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.

(2) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dimana masing-
masing tahap sebesar 50 (lima puluh) persen.

(3) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilaksanakan dengan syarat berupa :

a. penyusunan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 berdasarkan
tahapan konstruksi sesuai Format dalam Lampiran XIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini;

b. tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah
dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan DRPB2 yang
telah disusun oleh penerima bantuan dengan bantuan
TFL; dan

c. laporan penggunaan dana tahap I berupa progres frsik
rumah minimal 307o yang dibuat oleh penerima bantuan
dengan bantuan TFL sebagai syarat tarnbahan untuk
transfer tahap 2.

(4) Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan cara :

a. survey toko/penyedia bahan balgunan sesr'rai Forrnat

dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

b. penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan

bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan
dalam berita acara sesuai Format dalam Lampiran XV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan BuPati ini; dan

c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan

toko/penyedia bahan bangunan sesuai Forrnat dalarn

l,ampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan BuPati ini.
(5) Penerima bantuan RTLH melaksanakan perbaikan atau

peningkatan kualitas rumah secara swadaya didarnpingi

oleh TFL setelah menerima material dari toko/penyedia

bangunan.
(6) Proses penyelenggaraan bantuan RTLH dapat dilihat pada

Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan BuPati ini.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 14

Sistem pelaporan dalam kegiatan bantuan RTLH adalah :

a. penenma bantuan menYamPaikan laPoraa



pertanggungiawaban berdasarkan tahapan pemanfaatan
dana kepada Kepala Dinas setelah pekerjaan selesai
pada tahun anggaran berjalan berupa l,aporan
Penggunaan Dana (LPD) seperli Format dalam l,ampiran
XVIII, XIX, XX, dan XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini dan dilengkapi
dengan laporan progres fisik, DRPB2, dan kontrak
dengan toko/penyedia bahan bangunan;

b. TFL menyampaikan laporan berkala terhadap
pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan RTLH dan
pendampingan penerima Bantuan RTLH kepada Dinas;
dan

c. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB X
SANKSI
Pasal 15

Dalam hal penerima bantuan RTLH tidak memenuhi
persyaratan dikenakan sanksi berupa :

a. pembatalan Bantuan jika penerima tidak memenuhi
persyaratan sebegai penerima bantuan RTLH setelah
ditetapkan;

b. penarikan kembali bantuan, jika penerima tidak
memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan rehab
rumah; dan

c. pengembalian bantuan jika penerima

menyalahgunakan bantuan yang diterima.

BAII XI
MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 16

(1) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bantuan RTLH

dilakukan oleh Dinas melalui Tim Koordinasi Penanganan

RTLH Kabupaten Sragen
(2) Hasil monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan

dalam pembuatan dan/ atau perbaikan kebijakan

pelaksanaan bantuan RTLH dan pengendalian dalam

rangka pencapaian target kine{a pelaksanaan bantuan

RTLH.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan RTLH



Kabupaten Sragen dilaksanakan seperLi pada l,ampiran XXII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
bupati ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAII XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
da-lam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 22-2-,o(B

BUPATI SRAGEN

.,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal l:.:-rot[

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

@
TATAG PRABAWANTO B.

s

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 15



NOMOR
LAMPIRAN
SIFAT
PERIHAL

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : /€74,44N add
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Sragen, 2018
Kepada :

Yth. Kepala Dinas Perumahan dal
Kawasan Permukiman
Kabupaten Sragen

Di
SRAGEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:
1 Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
2. Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni
3. Belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN,

APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten seliama 5 tahun terakhir.
4. Masyarakat tidak mampu
5. Memiliki keswadayaal dan berencana meingkatkan kualitas rumah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat
diberikan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018.
Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
b. Surat Keterangan Penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang

seperti Kepala Desa/ Lurah.
c. Bukti kepemilikan tanah yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang.
d. Rencana teknis dan RAEI (khusus untuk bantuan berupa ualg dan bahan

bangunan);
e. Surat pernyataan
Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-
benarnya dan
saya b€rtanggungiawab terhadap kebenaran isinya. untuk kiranya dapat dikabulkan'

Segera
Permohonan Kegiatan
Baltuan Rumah Tidak
lavak Huni Tahun 2018

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/ Lurah

(nama lengkap dan tanda tangan)

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR U NG YUNI SUKOWATI



l. memiliki dan menempati tanah beserta rumah dengan kondisi tidak rayak huni;
2. !9t19 peran memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari

APBN, APBD Provinsi maupun ApBD Kabupaten selama 5 tahun terarftir.
3- Termasuk warga masyarakat kurang matnpu yang masuk oata I<TLH

Pemutakkhiran Basis Data Terpadu (PBDT).

4. menggunaka, bantuan RTLH sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaika,
peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran
bedaian;

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : z,r 7>d u.y pazf,
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEI{YELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERI{YATAAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Nama :

Umur :

Pekeq'aan :

Alamat :

dengan ini menyatakan:

akan menghuni rumah
bantuan RTLH;

yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya mela,lui

6. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;

7 . memberi kuasa kepada DISPERKIM untuk melihat isi rekening;

8. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pel,aksanaan
Bantuan RTLH

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat
pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum
sesuai peraturan perundang-undangan.

Sragen, 2018

Yang menyatakan

BUPATI SRAGEN,

5

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATi

(................................)



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : (f 7r// d,v ad.f
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS
Nomor BNBA
Nomor KTP
Nama Penerima Bantuan
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/ Kota
Titik Koordinat

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (@/o)dan Material Rumah Rencana
Usutran

Foto Kondisi Awal Perspektif Foto Kondisi Awal Dalam Rumah

Material Kondisi Awal Material Rencana Usulan

Jenis Atap

Jenis tantai

Jenis Dinding

Jenis Atap

Jenis Lantai

Jenis Dinding

vo1.

vol.

vol.

...a2

...m2

...m2

Diketahui,

Fasilitator

Diajukan oleh,

Ketua KPB Penerima Bantuan

)(.....................................)(..................................)

Disahkan dan diverifikasi oleh

Tim Koordinasi RTLH Kabupaten Sragen

BU SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : /t t+t/ <,rv Jatt
TENTANG
PETUNJU K TEKNIS PEI,IYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB} BANTUAN RTLH

Nomor BNBA

Nomor KTP

Nama Penerima Ba,ntuaIl

Alamat

Desa/Kelurahan

Keca]Iatan

Kabupaten/Kota

SUMBER DANA/BAHAN

NO URAIAN PEKERJ,T{N VOLUME

HARGA

SATUAN

(RP)

TOTAL

HARGA

lRp]
RTLH Dana Aahan

Bangunan

I Pekerjaan Persiapaa
Bongkar Rumai L:ma Sotong Royong

Ii Pekerjaan Atap
Kuda-kuda dan Rangka Atap

Kavu r&ska kuda-kuda Bts

Xar-'u aapit (3 cm x lO cm x 3 m) Bta

Kar"u sordens/usuk Btg

- Seng aelombea Lbr

Bubungan Sena/Asbes Bh

ListplanB papan (t ,5 cm x 15crnx4In) Bta

Ilr Pekerjaan Dinding
Paea Pondali Aatu Tapak {Umpak) Bh

Sloof ( I 5 cm x 20 6) di ata Batu Tapak

Besi b€ton (DIO mm SNI Btg

BtaBesi beton O 6 rnm SNI

Zakseme,' @i s0 kg

M3

M3

Xolom(locmxlomx3cml Bh

Besi beton O 8 mm SN1 Bts

Be6i b€to, O 6 mm SNI BtB

- semen (a so ks Zak

M3

Kayu (locmx l0cmx3m) Btg

Dinding Permanen atau Semi Permanen

N,t2

M3

- sc6en @ so kg z*
BhBatu Bata atau Batako

Papu (1,5 crn x 20 cm x 4 m)

BtsKayu {s cm x 7 m x 4 m) jtrak 1,s m

Rira Balok {1O cm x 15 m}

I IIIII II-I

-I----

IIII

IIIIIIII-II- IIII-I-II-I----

I IIIII I-I--IIIII- IIII-IIII

I-IIIIITT-I-II-

IIII-Ir---I-I--r----
IIII-ITII-IIII-IIII-

r----
---II
I-I-II-I--
IIII-I-II-III-I-IIIII-

IIIIIIIIIIIII
IIIIIII

IIIII-

IIII-- I-II-

-r--rr
IIII-I

I

=



SUMBER DANA/AAHAN

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME

HARCA

SATUAN

IRPl

TOTAL

HARGA

(Rp)
RTLH Dana Baha-n

Beaunan

Besi beton O 8 mm SNI Btg

Besi beton O 5 mm SNI Bta

- S€men @ 50 kg Zak

M3

M3

Kayu(smxlocmxam) Bta

6 Kusen Pintu dan Jendela
UnitKus€n Pintu Dep&i (2OO cm x 80 cm)

de, Jendela cendong (l50 fr x 50 m)
!€rta ventilasinya { 130 cm x a0 cm)

UnnKused JeDdela 2 lubana (rOO cm x 110

cm) serta ventilasin'-a (100 cgl x 40 cm)

Daun Pintu dm Jendela

Daun Pintu (Pdel Kayu (2oo co x 80 Unit

UnitDaun Jendela Kaca (5O cm x rso m)
Daun Jendela Kaca lso cm x I to crn)

UnitDaun Jendela Ka!u l5O cm x l l o cm)

IV Pekerjaan l,antai
Latai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 crn M2

semen @l so k8 Zak

M3

M2

Papm (2,5 cm x 20 cm x 4 o) Lbr

Kayu (a cm: 12 crb x 4 hljdak 2 m Btg

BtaKalu (scmx7cmx4m)jarak I m
Upah Kerja

oh
ohPembantu lukana

Make sieg dd minum XaI

VI MCK dar lain lain
Unit

EE
Rp. Rp RpJUMLAH

IIIIIIr
II
IIII
IIIIIII

II-II- III--IIIIII

IIIIIIIII-

I-I--IIIIIIIII-IIII-IIII-

IIIII-IT-I--III-II-

II-I-IIII-IIII-III--
IITIII-IITIIIII

IIIIII III-- IIIIII-

-IIIII
II

IIIII- IITI-EI-II-

'20..

Diketahui,
Fasilitator Ketua KPB

Disahlan oleh,
Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Sragen

Diajukan oleh,
Penerima Baltuan

)(

KUSDINAR UNTUN YUNI SUKOWATI

1--

I

T-

(................................)

BUPATI SRAGEN,



Sudah Terima dari

Banyaknya Uang

Untuk Pembayaran

Jumlah

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 1 4r />zlt,,t <ozl
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PET{YELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KUITANSI

: BPPKAD Kabupaten Sragen

(terbilartg)

Bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)

Untuk Peningkatan Kualitas Rumah bagi Penerima

Bantuan Atas Nama

dla.
Kabupaten Sragen

Rp.

20....
Yang Menerima,

Materai
Rp 6O0O,-

.,a'1'
SRAGEN,

+,
I
I

t
\

UKOSYUNINTUNG wATI



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR :tl /.,+Eux aar?
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KOP DESA

NOMOR

LAMPIRAN

SIPAT

PERIHAL

Sragen, 2OlA

Kepada :

Yth. Bupati Sragen

Cq. Kepala Dinas Perumahan dan

Kawasal Permukiman

Kabupaten Sragen

Di-
SRAGEN

Dalam rangka penanganan Rumah Tidak l,ayak Huni di Kabupaten Sragen,
Khususnya Desa ............, Kecamatan .......... Kabupaten Sragen, kami
mengusulkan kegiatar Bantuan Rumah Tidak l^ayak Huni sebanyak ........(.......) unit
dengan nama dan alpmat terlampir.

Berdasa-rkan sya-rat Penerima Bantuan Rumah Tidak l^ayal< Huni yang telah
diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen,

kami menyatakan bahwa :

1. Nama calon penerima bantuan terlampir adalah masyaralat dalam data Rumah
Tidak Ia.yak Huni Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)

2. Kondisi rumah yang dihuni oleh calon penerima bantuan terlampir sudah tidak
layak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bupati Sragen agar

berkenan mengabulkan permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten

Sragen ini.

Demikial surat permohona-n ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-

benamya daI1 saya be rtanggungiawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya

dapat dikabulkan.

Kepaia Desa/ Lurah

(nama lengkap)

: Segera

: Permohonal Kegiatan

Bantuan Rumah Tidak

Lava,k Huni Tahun 2018

Cap + '11P



DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KABUPATEN SRAGEN

DESA

KECAMATAN

NO NAMA AIAMAT NOMERKTP

Mengetahui

Camat. Kepala Desa/ Lurah

Cap + 11P Cap + 11P

(nama lengkap) (nama lengkap)

BUPATI SRAGEN,

NTUNG YUNI SUKOWATI

I

t

I

I



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR | /€ 7rrryc/ly ad.)
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEI{YELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR PENILAIAN TFL
LEI\,BAR PENII-AIAN CALON TENAGA FASILITATOR L.A"PANG.'IN

lena*apsesUaiy.nadiFGyar€t&.n

e.ruiu*,i.z€h asril€opy y€na

:9ta rE,1vet. er
For9 c.ev Kr8

!1 e9!C!L!!ga 19_ ,a !9!4!I.S!Y!

Pen.ridi*an toi.rl

Fora <oPy riazrn ierdkhir

k6mPter {word&EieD

amninsen/pemberd6vaan p(oa.a01 (seeedi PNPM

iumrah m.$rakat va did.mpinai d.ram sek ri Leejetan

dgll!'lzy.ni p!f49!!p!1eo. !rq!v!|!alat dala]n p9r9.!9!9!r :!!c!i ?. !, a9

Merujuk sedirikat/suf at

M€rulur sur-r rcferensi pembe.i
reria, 

'ertinra'i, 
surat kderanssn

10 ri&a ada penah.@an, o jik. ridak

jik. arla 2 d3ri3 k;(e,i.

ketua Tih Tekni. iGbup.t€n/Kot

)

KEPALA DISPERKIM KAB SRAGEN,

BUPATI SRAGEN,

(

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

I

3 I
L.
i

I

I
I

l



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ' /3: 7'/Yu/Y ao '/3
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PE}.IYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Mekanisme Koordinasi Pengorganisasian Bantuan RTLH

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BUPATI SRAGEN

DISPERKIMTIM KOORDINASI
BANK

1. Penyedia Barang
2. Toko Bangunan

FASILITATOR

Penerima Barang



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR i /[ >4/Y./ t dd/P
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

fill:
I(ASIAI :

luirfirAgl.IltJI tlt noal l.rrl ltrra
rra.Jrallr tlrEli u,rt ru

ulrtlll
ra(r'6

: ta*gal
:r8allx65

rrl.|lr,
5.rtt
b-ll
hlrtr
hrrdd
tlry
rlrr
trrl-
tt{lll.9.ifr.
ralrralrarlr.*
rraarqhr
f-.-6FUD-
aoEr*lrtrr
.sLartr
ir-It$
t.IulrlrllS
ra-ur.l
t 

- 
Oh{

r.-&lD
ilrr
A,Lra
r€r
tIriIoU., tb

t-a-

rr,.lnt
r.aahl-

I
t

r. r:
a. r:

i,t
i. '

td
,t'

f.{n r-JIII
Id.r

BUPATI SRAGEN,

to:o t'lt

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

,o:G !'r



Rf,KAPITT]LASI HASIL VERIFIKASI TIST]LAN BANTTIAN RTLH KABUPATIN SRAGEN TAHUN 2018

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ' tS fAHu4 tore
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEI\IYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Fasilitator

BUPATI SRAGEN,

I$eterangan :
,,r = tersedia /memenuhi /layak,x = tidak tersedia/tidat< merirenuhiTtidak layak

20..

Kepala Desa/ Lurah
Wakil dari
Peserta/CPB

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

NO NAMA NIK ALAMAT KONDISI KELAYAKAN KESANGGUPAN
BESWADAYA

CATATAN

REKOMENDASI
MENDAPAT BANTUAN

REHAB RTLH
LANTAI DINDING ATAP IYA TIDAK

fr



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR . '5 TAftdN Jola
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Juml,ah Penerima Bantuan

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN RTLH

orang

Rekomendasi

Tidak

No Penerima

Bantuan RTLH

Alamat

A7 A8 A10 A11 Al',z
Ya

NIK

A1 A:2 A3 A4 A5 A6

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10
1l
72

------IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

--rIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

--

--

-

A9



Keterangan

At.
A2.

43.
44.
A5.

A6.

A8.

A9.

A10.
All.
472.

A.7.

Surat Permohonan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Surat keterangan penghasilan
Surat Keterangan Kepemilikan rumah
Bukti kepemilikan tanah
Surat pernyataan
Foto kondisi awal. ff/o
spesifikasi teknis
Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunal (DRPB2)

Kuitansi bukti penerimaan uang

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

No

J

Level Nama dan NIP
Tanda Tangan &
Stempel
Lembaga/Instansi

Tanggal
Keterangan
/Catatan

1 Fasilitator

2 Tim Koordinasi Kab
Sragen

I

I

I
I



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : /s. 74 /YulY ad/B
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
DAF"IAR PENERIMA BANTUAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

NO NAMA \LAMAT TEMPAT
IINGGAL

BESAR BANTUAN
tRp.)

I

2

J

4

J

6

7

8

I

10

11

l2

13

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR ' /a >'d4^t ae/8
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2)

TAHAP I/II*} OLEH PENERIMA BANTUAN DENGAN UPAH KERJA

Nama Penerima Bantuan
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Nama Toko Bahan Bangunan
Alamat Toko Bahan Bangunan
Nomor Rekening Bank Toko

. Jumlah Dana yang dihansfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan

C. Tota-l dana yarlg dicairkan
DANA YANG DICAIRKAN

Terbila,ng :

Sragen,

diajukan
Ketua KPB Penerima Bantuan

Disanggupi oleh
Toko / Penyedia Bahan
Bangunal

)( )(

Disahkan oleh:
Tim Teknis Kab/Kola

Diketahui oleh:
Fasilitator

B ATI SRAGEN,

arga per Unit
R

umlah Harga
R

TOTAL HARGA PEMBELIAN

TffiEilffi
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LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR " l't 

f'//"/'/ db/P
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEI,IYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURVEY TOKO/ PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati/walikota Nomor
Tanggal ....................tentang

satuan bahan bangunan
kabupaten/kota)

(standar harga

Nama KPB
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
?anggal survey
Tanggal dibuat laporan
A. Harga Satuan Bahan Bangunan

B. Kelengkapan Adiministrasi Toko

Nama Toko dan

Pemilik Alamat
Nomor

SIUP

Nomor

SITU

Memiliki

Sarana
Angkutarl

Nama Bank & Nomor

Rekening

Diketahui oleh,

Fasilitator

Perwakilan KPB,
Ketua

Disahkan oleh,
Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen

BU ATI SRAGEN,

No
Bangunan

F.,

Standai Har:ga
Satuan
Kabupaten
/Kota

Survey Harga
Satuan

Harga
Satuan Hasil
Negosiasi

Keterangan

I EEffi
2 EEErl
3 k,,Pasir Betoo
.1 Batu Bata bh

Batako
6 IEEITI E

7

8 t :EE :r:!l:i
I Besi O lO mm
IO re m
11 B ,t
r2 EA 5 IE

ilil----

---

-

EEEI@Iil!t!-

t#*ri-il

E--

r--

E:E:rBnE-GEilEE-rlalllEEirir!-
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LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR . lg /aavzt t618
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini............... tanggal ..... buian tahun 20... ., bertempat di
Desa/Kelurahan .................., telah dilaksanakan rembug warga

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas
dalam DRPB2, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan
bangunan, sebagai berikut:
1. SIUP dengan nomor: ........ tanggal

3. rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

20..

Fasilitator Ketua KPB

Anggota Penerima Bantuan
1.

4.
7.

10.
13.
16.
19.

2.
5.
8.

11.
1,4.

17.
20.

BUPATI SRAGEN,

,.

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat
pembelian bahan bangunan pada kegiatan Bantuan RTLH oleh KPB

Bersepakat menunjuk
Toko Penyedia Bahan Bangunan :

Pemilik Toko :

Alamat :

2. tempatlalamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal

3.(
6.(
e.(

t2. (

1s. (

18. (



AcaraKesepakatanPemilihanToko/ PenyediaBahanBangunan
Tanggal........ ....2O... telah diadakan Kontrak antara:

Bertindak untuk dan atas nama Toko/ Penyedia Bahan Bangunan yang
ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Pada hari ini

tempat

Nama
Jabatan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/ Kota
Provinsi

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : tc t4ftuN oor0
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KONTRAK PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

tanggal . ... bulan tahun di
, dalam rangka pelaksanaan Bantuan RTLH

berdasarkan Berita

Ketua KPB ......

Bertindak untuk dan atas nama KPB
PIHAK KEDUA.

sebagai

PHAK PERTAMA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan
kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan
(DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;

2. Harga yang saya tawarkan/ sanggupi tidak melebihi standar harga bahan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota ... . .. .. .. . .. ...;

3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan
DRPB2 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah
disahkan;

4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan
bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK
KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;

Nama Pemilik Toko :

Nama Toko Material :

NamaBank :

No. Rekening Toko :

Alamat Toko (sesuai SITU) :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota '.



5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda
terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian
Bahan Bangunan (DRPB2);

6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari
penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain
yang bukan bahan bangunan; dan

7. Tidak akan memberikan dana Bantuan RTLH yang sudah diterima melalui
transfer kepada penerima bantuan RTLH dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:
1. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan

setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;

2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia
bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap
diterima; dan

3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari
PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan
dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua),
masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan
tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai beriaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Toko Bahan Bangunan

PIHAK KEDUA,
Ketua KPB

Diketahui/disaksikan oleh,

Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen Fasilitator

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ' lS 7/tl/d/v' 2oE
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEI\IYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PROSES PENYAI-URAN tsANTUAN

t:rirk il,,t:;

Prc,posal PelaporaE 30%

fisik 100%

Pelaporan l0@/o oleh
Peieriria BSPS

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Pemilihal Toko Bshan Bangma,
&n P€nlusurun DRPB2

Pcmcsanan l)ahan l ahap I

Pemeriksaan dan peoetimaan baban
bmguDan

Koordirrasi dcngafl Para Pernaqku
Kcpentin&n

liosialisasi CPB hasil identif*asi

Verifikssi dr! idantifilasi ren€rla
penangamn RTllYKekuiargan

Pengorganis{Nian CPB

Perntungwnn Tahap I

Penyusunan proposal
ldokrmen adminitrasi din rcknir)

P€drgambilan Bantuan
RTLII

F,valt asi das Pengcsahatr DRPB2
Tahap II

PerDesarD! B6]un Talup I

Peaeriksaan dan pnrrirnaan ba.haa

T6hsp tl

Pemesanan Bahan Tabap Il

Pengesahan proposal oleh Tim
K$rdrnasi RTLH

Pengusulaa proprxal ke

Penelapon FEnerifir Bantuan R l'LI l

Pcn"y-allllan Bantuan RTLH



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NoMoR : l's r4,/4/v 2az8

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEI{YELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nama
Nomor BNBA
Alamat
Nomor Rekening
Besar Ba[tuan
Nama KPB
A. PROGRES PELAKSAIIAq]q PEMBANGUNAN BANTUAN RTLH TAHAP 1

Tampak 45 derajat
Samping Kiri

Tampak Depan Tampak 45 derqiat
Samping Kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RTLH TAHAP 1

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1

2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I
3. Daftar Rencana Pembelian Batran Bangunal (DRPB2) Tahap 1

4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan
Hasil Survey

5. Kontrak Pembeiial Bahan BBngunan
......, ....... 20.....

Disetujui,
Tim Koordinasi
RTI,H
Kab Sragen

Didampingi,

Fasilitator

Pembuat laporan,

Penerima Bantuan

(.........................)(.........................)
Rekomendasi oleh Tim Teknis
Penerima Bantuan berhak/ tidak berhak *) mel,akukan penarikan
tahap 2 *) coret yang tidak perlu

BUPATI SRAGEN,

Keadaarl Oo/o

Atap:
Lantai :

Dinding:

Keadaan Minimat 30%

KUSDINAR UNTUN YUNI SUKOWATI

Atap :

Lantai :

Dinding:



LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : /5: 7, l/d,\t a6.P
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEI{YELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Narrra Penerima Bantuan
Nomor BNBA

Nomor Rekening
Nama KPB

Desa/Kelurahan
Kecamatan

Kab. / Kota
Provinsi
A. Veri{ikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

B. Rekomendasi Veriflkator

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

BUPATI SRAGEN,

Kelengkapan Kebenaran
Pengisian Data

Ada Tidak Benar SaIah
No Jenis Dokumen

I Laporan Penggunaan Dana Tahap 1

2
Nota Pengiriman Bahal Bangunan
Tahap 1

3
Bukti Ttansfer Penerima Bantuan ke
Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Tahap 1

4 Daftar Rencana Pembelian Bahan
Bangunan (DRPB2) Tahap I

5
Berita Acara Kesepakatan Pemiljhan
Toko/Penyedia Bahan Bangunan
dan Hasil Survey
Kontmk Pembelian Bahan Bangunan6 III

No. Level Nama dan NIP
Ianda Tangan &
cap
Lembaga/ Instansi

Tanggal Keterangan /
Catatan

Fasilitator

2 Tim Koordinasi
RTLH Kab
Sragen

NIP.

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
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LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : /S: 74Eq/,/ ed/8
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2
Nama
Nomor BNBA
Alamat
Nomor Rekening
Besar Bantuan ,

Nama KPB
A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RTLH TAHAP 2

Tampak 45 derajat
Samping Kiri

Tarnpak Depan Tampak 45 derajat
Samping Kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RTLH TAHAP 2
1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Ttansfer Penerima Bantuan ke Toko/ Penyedia Bahan Bangunan Tahap

2
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan [DRPB2) Tahap 2
4. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lemtrar

lvlutasi Buku Tabungan per penerima bantual.
...... / ...... / ..20....

Diverihkasi Pembuat laporan

Tim Koordinasi RTLH Kab Fasilitator Penerima Bantuan

(.....................) (......................) (............................)

Rekomendasi oleh Tim Koordinasi RTLH :

1. Progres frsik 1007o, dilaporkal telah tuntas *)

2. Frogres hsik belum mencapai 1007o da-lam tahun anggaran berkenaan, Penerima
Baltuan mengembalikan dala Bantuan RTLH 1

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SRAGEN,

Keadaan O7"

Atap:
Lantai
Dinding

Keadaan 307o

Atap:
l,antai :

Dinding:

Keadaan 1007o

Atap
Lantai
Dinding

KUSDINAR UNTU G YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : /8 ftduN 

^d/P
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEI{YELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nama Penerima Bantuan :

Nomor BNBA :

Nomor Rekening
Nama KPB
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kab. /Kota
Provinsi
A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

B. Rekomendasi Verifikator

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

BUPATI SRAGEN,

Kelengkapan
Kebenaran

Pengisian DataNo Jenis Dokumen
Ada Tidak Sa1ah

I Laporan Penggunaan Dana Tahap 2
2 Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2

Bukti Transfer Penerima Bantuan ke
Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2

4
Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan
(DRPB2) Tahap 2

J
Fotokopi Identitas Buku Tabungan per
penerima bantuan dan lrmbar Mutasi Buku
Tabungan per penerima bantuan

IIIIITII

No. kvel Nama dan NIP
Tanda Tangan &
cap
kmbaga/Instansi

Tanggal Keterangan/
Catatan

t Fasilitator

2 Tim
Koordinasi
RTLH Kab
Sragen

NIP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
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LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR '. /-l f4fla^t do/8
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEI{YELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pengawasan dan Pengendalian Bantuan RTLH

BUPATI SRAGEN,

I{o Keglatan Output/
OutcoEc

Alat Peugendali Pengawas

Usulan Bantuan RTLH

oleh Pemerintah Desa

ke Bupati Cq.

DISPERKIM

berdasarkan Seleksi

CPB oleh masyarakat
dan Pemerintah Desa

Daftar CPB Hasil verifikasi Kepala Desa dan
BPD

2 Penetapan Penerima

Bantuan oleh PPK

SK PPK Proposal yang
disahkan Tim
Koordinasi RTLH

DISPERK]M

.l Penyaluran Bantuan
oleh Bank

Bantuan
tersalurkan

Laporan Penyalural
Bantuan DISPERKIM

4 Pemanfaatan Bantuan
oleh Penerima Bantuan

Bahan
bangunan
diterima

DRPB2 yang

disepa-kati oleh Toko

Bangunan

- KPR
. TFL

- Tim Koord RTLH

5 Pembangunan Tahap I
oleh Penerima Bantuarr

Progress

fisik307o

Laporan
penggunaan dana
tahap I

. KPB

. TFL

- Tim Koord RTLH
. DISPERKIM

6 Pembangunan Tahap II
oleh Pene rima Bantuan

Progress fisik
10o0/"

Laporan
penggunaan dana

tahap II

- KPB

- TFL
- Tim Koord RTLH

- DISPERKIM

7 Penghunian oleh
penerima bantuan Rumah dihuni

Laporan Tim
Koordinasi RTLH

Kepa-la

Desa/Lurah

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
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